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PIR/NES DAN RESPON PENAWARAN PRODUSEN KELAPA SAWIT

DI INDONESIA

Ketut Sukiyono1
ABSTRAK

Artikel ini mencoba mengkaji tingkah laku dua produsen utama kelapa
sawit di Indonesia: yaitu perusahaan perkebunan negara dan perkebunan besar
swasta, dalam merespon stimuli ekonomi dan non-ekonomi. ’'Partial Adjust-
ment and Adaptive Expectation Model’ digunakan untuk menganalisa respon
ke dua produsen ini. Model ini diestimasi dengan metode "muaximum likeli-
hood"” dan "seemingly unrelated regression equation”. Data yang digunakan
adalah data time series mulai tahun 1966 sampai 1993. Hasil menunjukkan
bahwa tidak terdapai perbedaan yang sangat nyata antara ke dua produsen
tersebut dalam merespon stimuli-stimuli baik ekonomi maupun non-ekonomi.
Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa harga domestik kelapa sawit, upah
tenaga kerja dan perubahan tehnologi merupakan faktor penting yang berpen-
garuh terhadap luas areal yang akan ditanami. Meskipun ke dua produsen ini
secara positif merespon program PIR/NES, namun tidak signifikan pada taraf
kepercayaan 90 %.

Kata kunci : PIR, respon penawaran, partial ad justment and adaptive expectation, kelapa sawit

PENDAHULUAN

Di antara komoditi perkebunan,
kelapa sawit merupakan salah satu ko-
moditi terpenting dalam perekonomian
Indonesia. Komoditi ini merupakan ba-
han mentah untuk minyak goreng. Olch
karena itu kontinuitas ketersediaan
minyak sawit sangat penting untuk sta-
bilitas harga minyak goreng. Sebagai
produk utama pertanian, minyak sawit
merupakan sumber devisa dan pajak baik
untuk masa kini maupun masa akan
datang. Menyadari peranan kelapa sawit
dalam perekonomian nasional dan po-
tensi vang besar untuk memproduksi
kelapa sawit, pemerintah Indonesia se-
nantiasa meningkatkan dukungannyva
dalam upava pergembangan industri
kelapa sawit dalam setiap Repelita.
Salah satu kebijaksanaan vang telah
diimplementasikan adalah provek Per-

1) Staf Pengazar Fakulas Pertaruan Unmversitas Bengkulu, Ju-
rusan Scsial Ekonomu Pertanian

kebunan Inti Rakyat/Nucleus Estate and
Smallholder (PIR/NES) pada tahun
1977/1978. Sejak saat itu, total areal
kelapa sawit baik perkebunan rakyat,
swasta besar, maupun negara meningkat
dengan tajam dari tahun ke tahun. Sebe-
lum 1978, perkebunan kelapa sawit
hanya diusahakan oleh perkebunan
swasta besar dan negara saja dimana kon-
tribusi mereka adalah 35 % dan 65 % dari
total areal. Akan tetapi pada tahun 1993,
andil perkebunan rakyat dan swasta me-
ningkat menjadi 33 % dan 43 %, se-
dangkan perkebunan negara turun
menjadi 24 % dari total areal (11).

Sejalan dengan ekspansi perkebu-
nan kelapa sawit, produksi kelapa sawit
telah pula meningkat dengan tajam. To-
tal produksi kelapa sawit meningkat dari
501 000 ton pada tahun 1978 menjadi 3
757 671 ton tahun 1993 (11). Pertum-
buhan areal kelapa sawit di Indonesia
yang cepat diduga akibat turunnya harga
karet alam. Turunnya harga riil karet
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alam selama lebih dari 20 tahun terakhir
ini telah mengurangi insentif untuk
melakukan investasi pada karet alam.
Faktor lain yang diduga mendorong
petani untuk melakukan investasi pada
perkebunan kelapa sawit adalah harga
domestik kelapa sawit itu sendiri. Oleh
karena itu, hal yang sangat menarik un-
tuk diketahui adalah bagaimana pro-
dusen kelapa sawit Indonesia
me-respon berbagai faktor ekonomi dan
non-ekonomi. Apakah kebijaksanaan
pemerintah berpengaruh terhadap
penawaran kelapa sawit? Atau, apakah
penawaran kelapa sawit Indonesia di-
pengaruhi oleh harga kelapa sawit dan
karet alam ?

Artikel bertujuan untuk menganal-
isis penawaran kelapa sawit Indonesia
dengan mengestimasi respon penawaran
dua tipe produsen kelapa sawit secara
terpisah. Termasuk dalam analisis ini
adalah menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi perkebunan swasta dan
negara dalam membuat keputusan untuk
investasi di kelapa sawit, mengevaluasi
efek perubahan faktor ini pada
penawaran kelapa sawit dan memberikan
rekomendasi untuk pengembangan
kelapa sawit di masa datang berdasarkan
penemuan-penemuan dari analisis ini.

METODE PENELITIAN

Model empiris penawaran kelapa sawit
Indonesia

Dua tipe produsen utama kelapa
sawit Indonesia - perkebunan swasta dan
negara - akan dianalisis dalam penelitian
ini. Ada dua alasan kenapa perkebunan
rakyat dikeluarkan dari analisis ini. Per-
tama, perkebunan swasta dan negara
masih mendominasi produksi kelapa
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sawit di Indonesia meskipun perkebunan
rakyat dan swasta telah menggantikan
dominasi perkebunan negara dalam areal
yang diusahakan. Kedua, karena
pengembangan perkebunan rakyat baru
dimulai 15 tahun terakhir, maka ada
keterbatasan data dalam periode ini.

Dalam spesifikasi respon
penawaran produsen kelapa sawit In-
donesia, model dasar yang digunakan
adalah Partial Adjustment and Adaptive
Expectation Model (PAAEM), atau juga
dikenal dengan model Neriove (Ner-
lovian Model). Model ini telah banyak
digunakan dalam analisis respon
penawaran baik untuk tanaman tahunan
maupun musiman dimana lebih dari 600
versi telah digunakan untuk menganalisa
respon penawaran produk-produk per-
tanian di berbagai negara (2). Dalam hal
ini, bentuk fungsional linier yang akan
digunakan untuk menganalisis
penawaran kelapa sawit Indonesia. Ti-
dak ada teori ekonomi satupun yang
mendukung bentuk fungsional apakah
yang dapat menggambarkan secara pasti
hubungan antara penawaran dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Akan
tetapi, banyak penelitian menggunakan
bentuk linier untuk menganalisis respon
penawaran tanaman tahunan (3, 1, 20, 6).
Dalam spesifikasi model respon
penawaran kelapa sawit Indonesia, baik
untuk perkebunan swasta maupun
negara, diasumsikan bahwa areal yang
ingin ditanami merupakan fungsi dari ek-
spektasi harga kelapa sawit, harga karet
alam pada tahun sebelumnya, upah riil
tenaga kerja, kebijaksanaan pemerintah
dan trend waktu. Secara umum model
penawaran kelapa sawit Indonesia dalam
Jjangka'panjang dapat diekspresikan se-
cara ckonometrik sebagai berikut :

AP =ao+aPOf + asPRey + asLWi + asGy + ast 1
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dimana, 47 = areal vang ingin di-
tanami pada tahun ke 1, PO{ = ekspek-
tasi harga kelapa sawit pada tahun ke 7,
PR ;-1 = harga karet alam pada tahun ke
-1, LW ;= upah riil tenaga kerja tahun
ket,G;= 1,2, 3, ... untuk kebijaksanaan
pemerintah (PIR/NES) sesudah 1978 dan
0 untuk periode vang lain, ¢ = trend
waktu linear yang menggambarkan pe-
rubahan teknologi di industri kelapa
sawit Indonesia, dan ao, ay......,as = pa-
rameter yang akan diestimasi.

Pada Persamaan 1 terdapat varia-
bel yang tidak terobservasi, yaitu 47
dan POY.

(47) adalah luasan areal yang ingin di-
tanam oleh petani pada periode ¢ yang
mengikuti hipotesis Partial Adjustment
(PA). Hipotesis ini menyatakan bakwa
perubahan aktual pada areal yang di-
tanam adalah proporsi (h) dari peruba-
han areal yang diinginkan ditambah
dengan simpangan baku. Hipotesis PA
dapat diekspresikan sebagai berikut :

Areal yang ingin ditanami

A=A = h(AP=41) + u, 2

dimana, A;= aktual areal yang ditanami

pada tahun ke 1, AP = areal yang
ingin ditanami pada tahun ke 7, h = koe-
fisien penyesuaian (adjustment coeffi-
cient), 0<h>1.

Dengan menggunakan metode
aljabar, Persamaan 2 dapat diubah men-
jadi
4P

=%[.4,-(l-h)A,-|-u,] 3
Kemudian Persamaan 3 disubsti-
tusikan pada Persamaan 1, kita dapat-
kan :

A= a2k~ \1-Ridy | -~ 21hPOf - @xhPR .| + ashL W,
’l’-lk;f‘@~~l' 4

Ekspektasi harga kelapa sawit
pada periode t, dimana diasumsikan
mengikuti "Adaptive Expectation hy-
pothesis”, diformulasikan sebagai
berikut:

PO - POL = b(POs - POL1), 0< b<1 5

dimana, POf = ekspektasi harga kelapa

sawit pada tahun ke 1, PO{; = aktual
harga kelapa sawit pada tahun ke ¢-/
dan b = koefisien ekspektasi.

b

Dengan menggunakan manipulasi
aljabar dan notasi operator lag (L), Per-
samaan 5 dapat dituliskan sebagai
berikut:

[1-(1-bL]PO¢=bPO,,

PO 0 1-1 6

+ P
[1-0-b))

untuk 0 <b <1, dapat dilihat bahwa

b

——=p 1=b 1=b6)L2+ (1 - bYL} + ...
[1-(-bL] [1+¢ M+ (1= b)°L? +( YL+ ..

= bi (1- byt
k=0
Jadi dengan mengikuti Dhrymes
(9), Persamaan 6 dapat dituliskan seba-
gai berikut:
POf =53 (1-b}POL4
=2 5L @
= Y3 (1 - bfPOLp1 + (1 - b)Y 91 - bY'PO_41] 7
=0 =

Kemudian, dengan mendefinisikan

k-2
Z=3 (1-b)PO k1 dan

fo=3 (1 - bPO 4,
&=0 k=1

ekspektasi harga kelapa sawit dapat dis-
pesifikasikan sebagai berikut :

PO § =bZ,=bf,(1 - b)"

oo
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Dengan mennggantikan Per-
samaan 8 ke dalam Persamaan 4, model
dinamik penawaran jangka panjang un-
tuk kelapa sawit Indonesia dapat dispesi-
fikan sebagai berikut :

At = aoh + (1 — B)Ay 1 + arh[bZ; + bfo(1 - bY] + mhPR,
+ @hLW, + ashg + asht + u,

Ar=ach+ (1-h)Ary + ashbZi+ ahbfaumo(1-b) + a,hPR,.,
+ @HLW , + a G, + asht + u, 9

Persamaan 9 dapat dituliskan sebagai
berikut :

Ar= 0o+ (1~hMimy + 1 Zs + f(1-bY + 02PR,y
+ LW, + oGy + st + uy 10

dimana, «,=ah, a =ab, fi=ahbf, ar=anh,
oaz=ah, ou=ash dan as=ash

Teknik estimasi

Setelah model empiris penawaran
kelapa sawit Indonesia dengan menggu-
nakan model Partial Adjustment -Adap-
tive Expectation diformulasikan,
langkah berikutnya adalah mengestimasi
model ini. Prosedur estimasi dalam
penelitian ini terdiri dari dua langkah.
Pertama, tiap model diestimasi secara
terpisah dengan menggunakan mak-
simum likelihood (ML). Selanjutnya,
kedua model ini baik model penawaran
perkebunan swasta dan negara diesti-
masi secara bersama dengan menggu-
nakan kerangka "Seemingly Unrelated
Regression Equation”.

Pada Persamaan 10 dapat dilihat
bahwa Z; dan (1-b)" dapat diamati untuk
setiap nilai b dimana 0<b<l. Dengan
asumsi bahwa kesalahan pengganggu, uy,
terdistribusi normal dan bebas, metode
OLS dapat digunakan untuk mendapat-
kan estimasi parameter dengan ML, kon-
disional untuk nilai b tertentu. Kemu-
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dian, dengan menggunakan nilai 0<b<1,
dilakukan prosedur "search" dan esti-
masi ML tak terkondisi didapatkan pada
nilai b yang memaksimumkan fungsi
likelihood(nilai b terletak di antara 0,05
dan 1,0 dengan 0,05 tahapan).

Akan tetapi, kesalahan peng-
ganggu parameter yang didapatkan dari
regresi yang berhubungan dengan mak-
simum likelihood adalah bias karena
nilai-nilainya adalah kondisional pada
nilai b tertentu. Jadi, perkiraan nilai ke-
salahan pengganggu untuk ML estimasi
harus dicari. Prosedur untuk mendapat-
kan kesalahan baku asimtotik (asymp-
totic) akan mengikuti metode yang
disarankan Doran dan Griffiths (12).

Seemingly Unrelated Regression
Equations (SURE) berhubungan dengan
masalah yang dihadapi dalam mengesti-
masi sistem persamaan regresi dimana
terdapat kesalahan pengganggu yang
berhubungan secara simultan diantara
persamaan-persamaan tersebut (21).
Tipe korelasi ini sering merupakan
asumsi yang beralasan sebab setiap
penghilangan satu faktor aka mem-
pengaruhi semua persamaan dalam
sistem tersebut (8).

Lebih lanjut, metode SURE digu-
nakan untuk mengestimasi secara ber-
samaan dua model penawaran
berdasarkan tipe produsen. Untuk
mengestimasi parameter regresi dengan
kerangka SURE, Estimated Generalised
Least Square (EGLS), seperti yang dis-
arankan Zellner (21), akan digunakan.
Untuk mendapatkan estimasi ini,
langkah pertama adalah mengestimasi
masing-masing persamaan dengan OLS.
Kemudian dengan menggunakan resid-
ual OLS (u;) estimator varian dan
kovarian kesalahan pengganggu (a';;S)
yang konsisten didapatkan dengan :

ay:—’{_u’luj i=L12 11
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Srivastava dan Giles mengatakan
bahwa estimator tidak bias dari o’';S
dapat dicari dengan menggantikan 1/T
dengan 1/(T-K) pada Persamaan 11 di-
mana K adalah jumlah total dari regresor
(variabel bebas) yang jelas dalam satu
model (19). Lebih jauh, mercka men-
gatakan bahwa estimator rerata kesala-
han minimum kuadrat (invarian terbaik)
dari ;S akan diperoleh jika 1/(T-
K+2) disubstitusikan ke 1/T pada Per-
samaan 11. Kemudian estimator EGLS
untuk parameter o dapat dihitung den-
gan formulasi sebagai berikut:

agers = (XS xy sty 12

dimana, o = vektor dari koefisien re-
gresi, X = matrix variable bebas, Y =
vektor semua variabel tak bebas, S =

Z@IT= RREEIZ ®Ir, dan Ir adalah
21 022

matrik indentitas.

Sumber data

Data tentang areal kelapa sawit
pada tiga kategori produsen diperoleh
dari Direktorat Jenderal Perkebunan
dalam bentuk data berkala (time series)
mulai 1966 sampai 1993, jadi ada 28 ob-
servasi. Data tentang harga kelapa sawit
dan upah tenaga kerja diperoleh dari Biro
Pusat Statistik sedangkan data tentang
harga karet alam (harga cif di New York)
didapatkan dari Food and Agricultural
Organisation (FAQ) Trade Yearbook.
Data ini kemudian dideflasikan dengan
menggunakan Consumer Price Index
(CPI) nilai tukar rupiah per dollar
Amerika dimana data ini diperoleh dari
Intermational Financial Statistics Year-
book, diterbitkan oleh International
Monetary Fund.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model penawaran untuk
dua kategori produsen

Hasil estimasi pada masing-
masing model menunjukkan bahwa tanda
dan perilaku koefisien harga karet alam
dan kebijaksanaan pemerintah pada
model penawaran perkebunan negara
tanpa restriksi sesuai dengan ekspektasi,
sedangkan untuk parameter ekspektasi
harga kelapa sawit, upah riil tenaga kerja
dan trend waktu tidak sesuai dengan
harapan apriori. Ditinjau secara statis-
tik, koefisien harga karet alam, upah riil
tenaga kerja dan kebijaksanaan pemerin-
tah tidak signifikan pada taraf 5 %.
Model penawaran kelapa sawit untuk
perkebunan negara tanpa restriksi adalah
sebagai berikut :

A= SLI6 + 03074, + 03913Z, + 6,7578PR,,
(10,72937)  (0,1991105) (0,1117956)  (9,366147)
+ 0083658 LW, + 0,32403G - 0,69388,
(0,1410928)  (0,3917646) (0,2322113) 13

b=0,15(1,506256) R>=0,9894 a’=2,1676 Durbin—h=0,009314

Untuk perkebunan swasta, hasil
estimasi menunjukan bahwa tanda dan
perilaku semua koefisien dalam model
tanpa restriksi sesuai dengan ekspektasi.
Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa
koefisien harga karet alam dan kebijak-
sanaan pemerintah tidak berbeda dengan
nol sedangkan koefisien yang lain signi-
fikan' dengan menggunakan uji t
asimtotik (asvmptotic t - test). Lebih
jauh, melihat nilai uji Durbin-h tam-
paknya korelasi serial tidak merupakan
problem pada kedua model tersebut. Ha-
sil estimasi model penawaran perkebu-
nan swasta tanpa restriksi adalah sebagai
berikut:
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Aye= 37,330 + 0,65%08Azy + 13493Z + 1,8018PR.,
(15,12915)  (0,1329003)  (0,454531)  (11,91062)
- 087018LW, + 052576G + 2,5098,
(0,3571674)  (0,5647919) (1,020853) 14

b=0,5(0,688507) R2=09903 a’=4,9308 Durbin—h=0,00915

Untuk mendapatkan estimasi yang
efisien, selanjutnya Persamaan 13 dan 14
diestimasi secara bersamaan dengan
menggunakan kerangka SURE.
Efisiensi akan meningkat jika korelasi
simultan kesalahan pengganggu terjadi.
Breush dan Pagan menyarankan Uji La-
grange Multiplier (LM) untuk menguji
apakah matrik varian-kovarian diagonal
atau tidak (5).

Dengan menggunakan uji LM,
nilai hitung LM lebih kecil dari nilai kri-

tis xf pada setiap level signifikansi.
Atas dasar nilai LR (Likelihood Ratio)
juga didapatkan lebih kecil dari nilai kri-

tis xf (lihat Tabel 1). Hasil ini menun-
jukkan bahwa lebih efisien jika kedua
model tersebut diestimasi secara terpisah
dari pada dianalisis dalam bentuk suatu
sistem.

Hasil estimasi secara .bersamaan
menunjukkan bahwa tidak terdapat per-
bedaan hasil yang nyata dengan meng-
gunakan MLE untuk setiap individu
model dan kerangka SURE. Tanda dan
perilaku semua koefisien menunjukkan
hasil yang sama baik menggunakan MLE
maupun SURE. Nilai koefisien deter-

minasi (R?) hasil kedua estimator terse-
but sama. Srivastava dan Giles
mengatakan hasil estimasi secara ter-
pisah akan identik dengan hasil estimasi
bersama sebagai suatu sistem jika kore-
lasi kesalahan simultan sama dengan nol
(19, 8.) . Dari hasil uji korelasi simultan
(seperti didiskusikan di atas), korelasi ini
tidak ada atau sama dengan nol. Jadi
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adalah hal yang biasa jika kedua hasil
estimasi menghasilkan nilai yang sama.

Uji hipotesa

Model penawaran uatuk perkebunan
negara

Lampiran (1) menunjukkan bahwa
tanda dan perilaku dari koefisien kelapa
sawit, upah riil tenaga kerja dan tren
waktu tidak sesuai dengan harapan pada
setiap alternatif model. Jadi pemilihan
model terbaik yang didasarkan pada kri-
teria teori ekonomi tidak cukup. Darn
hasil estimasi juga didapatkan bahwa
koefisien kebijaksanaan pemerintah
(PIR/NES) dan upah riil tenaga kerja
pada hampir semua alternatif model ti-
dak signifikan berbeda dengan nol. Ber-
dasarkan penemuan-penemuan ini, uji
LR akan digunakan untuk memilih model
penawaran terbaik untuk perkebunan
negara. Hasil uji ini disajikan pada Ta-
bel 2.

Dilihat dari nilai LR, ada tiga
model yang sesuai untuk menjelaskan
variasi dalam penawaran kelapa sawit
perkebunan negara (lihat Tabel 2). Atas
hasil ini, maka perlu dilakukan uji model
tanpa restriksi dengan mengaplikasikan
tiga restriksi secara bersamaan. Dari ha-
sil analisa didapatkan bahwa nilai LR
lebih kecil dari nilai kritis Chi-kuadrat.
Implikasi dari hasil ini adalah ketiga
model tersebut tidak sufisien untuk me-
nganalisa tingkah laku perkebunan
negara dalam merespon perangsang ek-
onomi dan non-ekonomi. Jadi model ter-
baik adalah model dengan tiga
restriksi, yaitu :

Ayy =50,584 - 0,44439 Z, ~ 14,014PR,., + 0,09436 LW,
(2,86771) (0,024596) (5,73157) (0,10949) ) (55
b = 0,15(097257) R*=09875 a?=22026 DW =1,6608
dimana nilai kesalahan pengganggu
asimtotik ada dalam tanda kurung.
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Tabel 1. Hasil estimasi model penawaran perkebunan negara dan swasta tanpa restrisi secara
bersamaan

Table 1. Results of joint estimation of the unrestricted state owned and privateholder supply models

Parameter Perkebunan negara Perkebunan swasta
Parameters State-owned Privateholder
Konstanta (Constant) 50.836%** -39.597%**
(15.404) (15.283)
A 0.3031** 0.63645***
(0.16863) (0.12186)
Zy -0.39988*** 1.4233%**
(0.10543) (0.46357)
PR -7.1245 -1.0046
(8.2726) (12.703)
LW, 0.082121 -0.90352%**
(0.093321) (0.28687)
G 0.29255 0.55635
(0.67251) (0.50981)
t -0.65508 2.6306***
(0.72334) (0.83211)
R 0.9894 0.9903
o’ 1.5256 34752
Nilai LM (LM value) 0.95721
Nilai LR (LR value) 1.0137
il 3.84
Catatan : *, ** dan *** adalah signifikansi pada tingkat 10, 5 dan 1 persen Nilai dalam kurung menunjukkan
standar error asimtotik.
Note: *, ** and *** are respectively 10, 5 and | percent level of significance. Asymptotic standard error
appears in parentheses.

Tabel 2. Hasil uji hipotesis restriksi pada model penawaran perkebunan negara
Table 2. Results of hypothesis testing for state-owned supply restrictions

Restriksi Nilai hitung Nilai tabel Keputusan
Hipotesis dalam kata parameter (LR value) Table value
Hypothesis in word Parameters Test value (12) 5% Decision
restrictions (LR value)
Perubahan teknologi dikeluarkan dari model as =0 0.557 384 Terima H,
(Technical change variable is excluded) Accept H,
Variabel kebijaksanaan pemerintah dikeluarkan a=0 0.1906 384 Terima H,
dani model (Government variable is excluded) Accept H,
Penyesuaian spontan (Instantaneous adjustment) h=1 2.7886 384 Terima H,
(Adaptive Expectation Model) Accept H,
Adaptive expectation tidak ada (does not exist) b=1 8.874 384 Tolak H,
(Partal Adyustment AModel) Reject H,
Variabel parycsssian spostan, kebijaksanaan a =as = 4.3908 781 Terima H,
pemcrintah dan perebshan icknologi dikciuar- (-h=0 Accept H,
kan dari model (festosamecns adyxstment and
govermmesst policy and techmcal change vanables
are exciuded)
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Karena Persamaan 15 berasal dari
Persamaan 1, 2 dan 5, kemudian dengan
menggunakan manipulasi aljabar (18),
maka model penawaran untuk perkebu-
nan negara sebagai berikut:

AD,= 50,584 ~ 2,9626POF ~ 14014PR,.y + 0,094936 LW,

(2.867715) (0,0390675) (573157)  (0,10949) 16
Ay— Ay =V (AD- Ai), dan Ay, =4D 17
dan
POf - POL, = 0.05 (PO,., - POLy) 18

(1,06257)

dimana nilai kesalahan pengganggu
asimtotik ada dalam tanda kurung.

Jika dilihat Persamaan 13 dan
16, tanda dan perilaku dari koefisien
variabel harga kelapa sawit, upah tenaga
kerja dan tren waktu tidak konsisten
dengan ekspektasi apriori. Ditinjau dari
signifikansi, semua koefisien adalah sig-
nifikan berbeda dengan nol, kecuali upah
tenaga kerja. Selanjutnya, ketika penye-
suaian langsung (instantaneous adjust-
ment, h) diterapkan pada model tanpa
restriksi, nilai LR lebih kecil dari nilai
kritisnya. Ini berarti bahwa lag penye-
suaian tidak terjadi dalam perkebunan
negara.

Model penawaran untuk perkebunan
swasta

Seperti halnya model penawaran
perkebunan negara, beberapa restriksi
juga diterapkan pada model penawaran
perkebunan swasta yang tanpa restriksi
untuk memberikan beberapa alternatif
model. Dari berbagai alternatif ini,
model penawaran terbaik akan dipilih
berdasarkan nilai LR-nya. Tabel 3 me-
nyajikan hasil uji hipotesa pada model
perkebunan swasta.
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Pada Tabel 3 tampak bahwa ketika
variabel PIR/NES dikenakan pada model
tanpa restriksi, hasilnya adalah tidak sig-
nifikan. Hasil in1 menyarankan bahwa
variabel kebijaksanaan pemerintah se-
baiknya dikcluarkar dari model. Dari
hasil estimasi didapatkan bahwa nilai
LR kurang dari nilai kritis Chi-square
pada level kepercayaan 5 persen. Jadi
dapat disimpulkan bahwa model terbaik
untuk perkebunan swasta adalah model
tanpa variabel kebijaksanaan pemerin-
tah, yaitu ;

Ayx = -10989 + 0574274, + 108462
(13,99408) (0,0:4804868)  (0,1371846)
- 67311PR., - 0S4428LW, + 49881,
(8,540497) (0.1955184)  (0,3457725) 19

b=02(0,769636 ) R*=09902 o= 4,7488 Duwbin-h = 0,6664

dimana nilai kesalahan pengganggu
asimtotik ada dalam tanda kurung.

Mengikuti prosedur dalam menda-
patkan model penawaran terestimasi un-
tuk perkebunan negara, maka model
penawaran terestimasi untuk perkebunan
swasta termasuk persamaan Partial Ad-
Justment dan Adaptive Expetation dida-
patkan sebagai berikut:

A= - 25821134 + 12,73812 POf - 1581073 PR,
(100,11414) (4,98928) (20,75788)
- 127846 LW, -+ 11,71658,
(0,49072) (4,0933) 20

Ay - Az = 042573 (45, - Ayp)

(0,04804868) 21
PO! - POL, = 020 (PO - POLY)
(0,769636) 22

dimana nilai kesalahan pengganggu
asimtotik ada dalam tanda kurung.

Jika dilihat Persamaan 14 dan 20
jelas bahwa semua koefisien mempunyai
tanda dan perilaku seperti yang diharap-
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kan. Akan tetapi koefisien harga karet
alam tidak signifikan. Alasan yang dapat
diberikan untuk penemuan ini adalah
mungkin harga karet alam tidak ber-
dasarkan naive expectation (mungkin
dalam bentuk adaptive expectations atau
format yang lain). Atas dasar nilai Dur-
bin-h, korelasi serial tampaknya bukan
suatu masalah dalam model terpilih ini.
Jadi, cukup beralasan menggunakan
model ini untuk menerangkan variasi
dalam penawaran kelapa sawit oleh per-
kebunan swasta.

Interpretasi hasil secara ekonomi

a. Lag dalam penyesuaian

Berdasarkan hasil Persamaan 16,
koefisien variabel lag dalam areal adalah
sama dengan nol (atau koefisien penye-
suaian, &, sama dengan satu). Ini berarti
lag penyesuaian pada areal kelapa sawit
perkebunan negara tidak terjadi. Dengan
kata lain bahwa perkebunan negara da-
pat menyesuaikan areal yang diinginkan
secara langsung dalam merespon perang-
sang ekonomi dan non-ekonomi. Hasil
yang menarik adalah lag penyesuaian ter-
Jadi pada perkebunan swasta. Dari per-
samaan (19), koefisien lag dalam areal
(1-h) untuk perkebunan swasta adalah
0,57427. Dengan menggunakan angka
ini, tingkat penyesuaian dapat dihitung
sebagai berikut :

(1-h) = 0,57427
h =1-057427
= 0,42573 » 0,43

Angka ini dapat diinterpretasikan
bahwa perkebunan kelapa sawit swasta
dapat menyesuaikan 43 % dari areal
kelapa sawit yang diinginkan per tahun
dalam merespon perubahan harga kelapa
sawit dan variabel penjelas lainnya, ce-
teris paribus. Dengan mengikuti Kmenta
(15, 16), panjang waktu yang diperlukan

untuk menyesuaikan 95 persen dari areal
yang diinginkan dapat dihitung sebagai
berikut :

(1=-h" = (1-0.95)
0,57427)" = 0,05
N = (0g(0.0510g(0,57427 )
= 540106 ~ 5,4 tahun

Angka ini menunjukan bahwa
perkebunan swasta membutuhkan 5,4 ta-
hun untuk memenuhi 95 persen penye-
suaian areal. Temuan ini cukup
beralasan karena perkebunan swasta
mungkin kesulitan dalam mendapatkan
areal baru atau kredit yang cukup, se-
dangkan perkebunan negara tampaknya
tidak dibatasi dalam hal ini.

b. Respon terhadap harga kelapa sawit
dan karet alam

Koefisien harga kelapa sawit un-
tuk perkebunan swasta sangat nyata.
Tanda dan perilakunya juga konsisten
dengan ckspektasi, yaitu mempunyai
tanda positif. Temuan ini cukup ber-
alasan karena perkebunan swasta pada
dasarnya perusahaan yang berorientasi
komersial dan memaksimumkan keun-
tungan. Jadi hipotesis yang menyatakan
bahwa harga kelapa sawit mempunyai ef-
fek yang nyata pada penawaran kelapa
sawit harus diterima.

Untuk perkebunan negara, koe-
fisien ekspektasi harga kelapa sawit ha-
silnya ternyata cukup mengejutkan.
Koefisien variabel ini selain mempunyai
tanda negatif juga secara signifikan ber-
beda dengan nol. Hasil ini mengarah
pada penolakan hipotesis bahwa perke-
bunan negara merespon secara positif
terhadap perubahan harga kelapa sawit.
Tanda negatif mengandung arti bahwa
perkebunan negara mungkin berperilaku
tidak rasional terhadap perubahan harga
kelapa sawit. Temuan ini mungkin dapat
diterima untuk dua alasan. Pertama,
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ketersediaan kelapa sawit sangat penting
untuk menstabilkan harga kopra dan me-
menuhi peningkatan permintaan CPO
untuk minyak goreng dan industri lain.
Jadi, pemerintah akan tetap memperluas
areal kelapa sawit - meskipun harga
kelapa sawit menurun - dengan tujuan
untuk menyediakan bahan dasar minyak
goreng dan industri lain meskipun irra-
tional dipandang dari sudut komersial.
Kedua, pemerintah terus mendukung
upaya pencarian alternatif bahan mentah
untuk minyak goreng scjalan dengan
pertumbuhan produksi kopra yang
lambat. Kelapa sawit adalah bahan sub-
stitusi  terbaik sebab dibandingkan
dengan minyak nabati lainnya, kelapa
.sawit secara relatif mempunyai pro-
duktivitas per hektar yang tinggi (18).

Persamaan 16 menunjukkan bah-
wa koefisien variabel harga karet alam
tidak signifikan pada setiap level keper-
cayaan meskipun mempunyai tanda ne-
gatif seperti yang diharapkan. Ditinjau
dari sudut ekonomi, tanda negatif me-
ngandung arti bahwa petani akan menga-
lokasikan tanahnya untuk karet alam jika
harga karet alam meningkat, ceteris pari-
bus. Dari sudut hasil statistik, implikasi
dari hasil ini adalah harga karet alam
bukanlah faktor penting yang mem-
pengaruhi keputusan petani dalam
hubungannya dengan alokasi lahan
mereka.  Akan tetapi, kesimpulan ini
harus diinterpretasikan kembali. Fakta
bahwa harga karet alam bukan faktor
penting dalam pengambilan keputusan
alokasi lahan oleh perkebunan swasta
bukan berarti bahwa karet alam bukan
tanaman kompetisi bagi kelapa sawit.
Dirjen Perkebunan (10) melaporkan bah-
wa areal karet alam yang diusahakan
perkebunan swasta menurun kira-kira 20
persen dimana areal kelapa sawit me-
ningkat lebih dan 700 % selama periode
1968-1989. Lebih jauh, temuan ini

masih cukup beralasan karena karet dan
kelapa sawit adalah investasijangka pan-
jang. Petani akan menunggu apakah
peningkatan harga karet alam tetap atau
tidak sebelum membuat keputusan.

Persamaan 15 menunjukkan bah-
wa harga karet alam dalam model
penawaran perkebunan negara mem-
punyai tanda yang diharapkan dan signi-
fikan pada taraf 5 %. Temuan ini
mengindikasikan bahwa perkebunan
negara berperilaku rasional dalam mere-
spon kenaikan harga karet alam.

Untuk mengukur tingkat fespon
areal kelapa sawit terhadap perubahan
harga kelapa sawit, elastisitas harga
jangka pendek dan panjang terhadap
penawaran akan diestimasi. Demikian
Jjuga elastisitas silang , baik jangka pen-
dek maupun jangka panjang dalam me-
respon perubahan harga karet alam,
perlu dihitung. Hasil estimasi disajikan
pada Tabel 4.

Pada Tabel 4, dapat disimpulkan
bahwa elastisitas harga terhadap areal
kelapa sawit adalah inelastik dalam
jangka pendek. Sedangkan elastisitas
harga dalam jangka panjang mengindi-
kasikan beberapa keabnormalan, yaitu,
mempunyai nilai lebih tinggi dari yang
diharapkan. Di sisi lain, elastisitas harga
silang jangka pendek dan panjang adalah
sama dan inelastik untuk perkebunan
negara. Untuk perkebunan swasta, elas-
tisitas harga sendiri dan harga silang
adalah inelastik dalam jangka pendek
dan elastik dalam jangka panjang. Hen-
daknya lebih berhati-hati dalam menggu-
nakan nilai elastisitas ini untuk tujuan
perumusan kebijaksanaan. Elastisitas
ini diukur dari nilai rerata variabel-vari-
abelnya dimana nilai ini akan berbeda
pada nilai yang tinggi dan rendah dari-
pada nilai reratanya.
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Tabel 3. Hasil uji hipotesis restriksi pada model penawaran perkebunan negara
Table 3. Results of hypothesis testing for privateholder supply restrictions

Restriksi Nilai hitung Nilai tabel Keputusan
Hipotesis dalam kata parameter (LR value) Table value
Hypothesis in word Parameters Test value (xz) 5% Decision
restrictions (LR value)
Perubahan teknologi dikeluarkan dari model as =0 6.2802 3.84 Tolak H,
(Technical change variable is excluded) Reject H,
Variabel kebijaksanaan pemerintah dikeluarkan oy =0 0.3692 3.84 Tolak H,
dari model (Governmet variable is excludedy Reject Ho
Penyesuaian Spontan (Instantaneous adjustment) h=1 7.891 3.84 Tolak H,
(Adaptive Expectation Model) Reject Ho
Adaptive expectation tidak ada (does not exist) b=1 5.9326 3.84 Tolak H,
(Partial Adjustment Model) Reject H,

Tabel 4. Perkiraan Elastisitas harga dan elastisitas silang areal kelapa sawit pada nilai rata-rata

Table 4. Estimated own-price and cross-price elasticities of palm oil area in Indonesia at sample

means
Elastisitas Perkebunan negara Perkebunan swasta
Elasticity State-owned Privateholder
Elastisitas harga sendiri
(Own-price Elasticity)
Jangka Pendek (Short-run) -0.22319 0.57124
Jangka Panjang (Long-run) -4.46391 6.70891

Elastisitas silang atas harga karet alam

(Cross-price elasticity with respect to rubber price)
Jangka Pendek (Short-run) 0.06018 0.05777
Jangka Panjang (Long-run) 0.06018 0.1357

Tabel 5. Elastisitas penawaran jangka pendek dan panjang terhadap perubahan upah riil
tenaga kerja

Table 5. Short-run and long-run elasticities of supply with respect to changes in labour wages

Elastisitas upah tenaga kerja Perkebunan negara Perkebunan swasta
Labour-wages elasticities State-owned Privateholder
Jangka Pendek (Shart-run) 0.12421 -0.65967
Jangka Panjang (Long-run) 0.12421 -1.54951
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c. Respon terhadap upah tenaga kerja

Pada model penawaran perkebu-
nan swasta, koefisien upah tenaga kerja
berbeda nyata pada taraf 5 %. Parameter
ini juga mempunyai tanda negatif seperti
yang diharapkan. Hasil ini dapat diarti-
kan bahwa petani kelapa sawit, khusus-
nya perkebunan swasta, berperilaku
rasional dalam merespon perubahan
upah tenaga kerja. Jika upah riil tenaga
kerja meningkat, ceteris paribus, petani
akan mengurangi areal yang akan di-
tanami kelapa sawit. Hasil ini bukanlah
hal yang luar biasa karena investasi
dalam perkebunan kelapa sawit jangka
panjang dan upah tenaga kerja adalah
bagian terpenting dari biaya investasi.
Jadi petani akan mempertimbangkan
tingkat upah buruh dalam biaya investasi
mereka.

Koefisien upah tenaga kerja pada
perkebunan negara tidak signifikan pada
setiap level signifikasi. Koefisien ini
Jjuga mempunyai tanda positif yang keli-
hatannya tidak sesuai. Dipandang dari
teori statistik dan ekonomi, hasil ini
menunjukkan bahwa upah tenaga kerja
bukanlah faktor penting untuk
menerangkan variasi dalam areal kelapa
sawit milik negara. Akan tetapi, hasil ini
masih dapat diterima untuk dua alasan.
Pengembangan industri kelapa sawit di
Indonesia tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan domestik CPO untuk industri
minyak goreng, tetapi juga untuk mem-
perluas kesempatan kerja. Untuk perke-
bunan negara, tujuan terakhir tampaknya
relatif lebih penting. Sechingga
meskipun terjadi kenaikan harga buruh,
pemerintah akan tetap membangun
perkebunan kelapa sawit. Lebih jauh,
pengembangan industri kelapa sawit di
Indonesia juga diintegrasikan dengan
program transmigrasi (PIR-Trans), jadi
dengan ekspansi areal kelapa sawit, lebih
banyak penduduk dapat dipindahkan dan
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ini berarti bahwa masalah kependudukan
sedikit banyak dapat dipecahkan. Se-
hingga masih beralasan bagi pemerintah
untuk memperluas areal kelapa sawit
meskipun upah tenaga kerja meningkat.

Tabel 5 menunjukan hasil estimasi
elastisitas upah tenaga kerja untuk
Jangka pendek dan panjang. Dari hasil
estimasi, elastisitas upah tenaga kerja
atas areal kelapa sawit perkebunan
negara adalah inelastik baik untuk jangka
pendek maupun jangka panjang. Akan
tetapi, untuk perkebunan swasta, elastis-
tas perubahan upah tenaga kerja atas
penawaran kelapa sawit adalah inelastis
untuk jangka pendek dan panjang.

d. Respon terhadap kebijaksanaan pe-
merintah

Dari hasil estimasi seperti yang
disajikan pada Persamaan 15 dan 19,
koefisien variabel yang mewakili kebi-
Jaksanaan pemerintah telah dikeluarkan
dari model tanpa restriksi sebab variabel
ini selalu menghasilkan hasil yang tidak
signifikan (meskipun variabel ini mem-
punyai tanda seperti yang diinginkan,
yaitu positif) ketika dimasukkan dalam
model. Untuk itu, interpretasi ekonomi
dari variabel ini akan didasarkan pada
Persamaan 13 dan 14 untuk perkebunan
negara dan swasta. Dari persamaan ini,
variabel dukungan pemerintah mempun-
yal tanda yang sesuai dengan ekspektasi
apriori, meskipun tidak signifikan. Ha-
sil ini mengindikasikan bahwa meskipun
pemerintah telah memberikan dukungan
untuk pengembangan kelapa sawit sejak
tahun 1978, dukungan ini tidak secara
nyata mengubah keseluruhan strukstur
industri kelapa sawit di Indonesia. Te-
muan ini juga mengindikasikan bahwa
kebijaksanaan pemerintah yang diwakili
oleh variabel dummy bukanlah faktor
penting dalam menjelaskan variasi ke-
seluruhan areal kelapa sawit Indonesia.
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Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa
kebijaksanaan pemerintah mempunyai
effek positif terhadap pengembangan in-
dustni perkebunan kelapa sawit di Indo-
nesia harus ditolak.

Akan tetapi dalam sudut ekonomi,
temuan ini sebaiknya dijelaskan lebih
hati-hati. Dari data yang dikeluarkan
Dirjen Perkebunan jelas bahwa terdapat
perubahan yang nyata dalam areal yang
ditanami kelapa sawit. Dirjen Perkebu-
nan melaporkan bahwa pada awal pelak-
sanaan proyek PIR, areal kelapa sawit
didominasi oleh perkebunan negara (68
% dari total areal) dimana perkebunan
swasta dan rakyat hanya menguasai 38%
dan 1% dari total areal kalapa sawit.
Angka-angka ini berubah secara drastis
pada tahun 1993. Perkebunan swasta
telah menggantikan dominasi per-
kebunan negara dalam areal yang di-
tanami, yaitu 43 % dati total areal kelapa
sawit yang ada di Indonesia. Perkebun-
an rakyat menguasai 33 % dan sisanya,
24 %, dikuasai perkebunan negara.
Dari data ini dapat disimpulkan
bahwa kebijaksanaan pemerintah
mungkin merupakan perangkat kebijak-
sanaan yang penting dalam. pengem-
bangan industri kelapa sawit di Indonesia

11).

e. Perubahan teknologi

Seperti yang dinyatakan dalam
metode penelitian, variabel trend waktu
digunakan untuk mengukur perubahan
teknologi yang terjadi dalam industri
kelapa sawit di Indonesia. Hasil estimasi
koefisien trend waktu untuk model
penawaran perkebunan swasta adalah
berbeda sangat nyata pada taraf 1 persen
dan mempunyai tanda positif. Hasil ini
menunjukkan bahwa perubahan
teknologi mempunyai effek yang nyata
dalam perluasan areal kelapa sawit yang

dikuasai perkebunan swasta. Interpre-
tasi effek perubahan teknologi terhadap
arcal kelapa sawit tidaklah mudah karena
kurangnya data yang mendukung temuan
ini. Akan fetapi, dilihat dari tingkat pro-
duktivitas, hasil ini tidaklah meng-
herankan karena terdapat kenaikan
tingkat produktivitas. CIC melaporkan
bahwa produksi kelapa sawit per hektar
meningkat 3,48 % selama periode 1984-
1989. Selama periode ini, produktivitas
perkebunan swasta adalah 4,01 ton/ha/
tahun (7).

Tanda negatif variabel trend
waktu dalam perkebunan negara berla-
wanan dengan semua ekspektasi apriori.
Padahal, ada beberapa balai penelitian
kelapa sawit telah didirikan oleh perke-
bunan negara untuk menyediakan
teknologi baru untuk mendukung
pengembangan industri kelapa sawit.
CIC juga melaporkan bahwa selama pe-
riode 1984 -1989, tingkat produkvitas
perkebunan negara juga meningkat
4.92 % / tahun. Jadi tidaklah mudah un-
tuk mengintepretasi temuan ini dan tidak
ada penjelasan khusus tentang temuan
ini. Satu alasan yang masuk akal untuk
menjelaskan temuan ini adalah bahwa
perkebunan negara tidak mempunyai
insentif untuk meningkatkan produk-
tivitas.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KE-
BIJAKSANAAN

Hasil dari studi ini mengindikasi-
kan bahwa tingkah laku perkebunan
swasta sedikit berbeda dengan perkebu-
nan negara dalam merespon faktor-fak-
tor ekonomi dan non-ckonomi. Akan
tetapi, memperlakukan mereka secara
terpisah dalam implementasi perangkat
kebijaksanaan adalah tidak begitu perlu.
Memberikan perlakuan yang sama
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kepada ke dua tipe produsen ini akan
mengarah pada kompetisi yang lebih
baik diantara mereka dan pengembangan
industri kelapa sawit di Indonesia yang
lebih baik.

Studi ini juga mengindikasikan
bahwa areal kelapa sawit di Indonesia
telah meningkat dengan cepat selama pe-
riode penelitian ini. Hasil dari studi
mengkonfirmasikan bahwa harga kelapa
sawit, upah tenaga kerja dan perubahan
teknologi merupakan faktor penting
yang mempengaruhi areal yang akan di-
tanam. Untuk itu, rekomendasi kebijak-
sanaan untuk mencapai tujuan
pembangunan perkebunan (meningkat-
kan pendapatan petani dan penyediaan
lapangan kerja) harus memperim-
bangkan faktor-faktor ini.

Hasil empiris menunjukkan bah-
wa harga kelapa sawit mempengaruhi
secara nyata keputusan petani dalam
areal yang ditanami. Implikasi hasil ini
adalah ekspansi yang cepat areal kelapa
sawit akan dicapai jika didukung oleh
kebijaksanaan harga yang tepat. Pada-
hal, harga yang ditetapkan oleh pemerin-
tah selama periode studi tidak selalu
memberikan hasil terbaik dalam stabi-
lisasi harga. Untuk itu, membiarkan
harga terbentuk oleh kekuatan pasar
perlu dilakukan daripada ditetapkan oleh
pemerintah yang biasanya tertinggal
harga pasar. Dengan membiarkan harga
terbentuk oleh kekuatan pasar, jarak an-
tara harga domestik dan international da-
pat dikurangi bahkan dihilangkan
sehingga produsen kelapa sawit akan
memperoleh signal harga yang relevan.
Rekomendasi lain yang berhubungan
dengan harga adalah ekspansi pasar
kelapa sawit. Indonesia sebaiknya tidak
bergantung pada pasar tradisionil untuk
kelapa sawit Indonesia, yaitu Economic
Union. Rekomendasi ini juga relevan

176

untuk pencapaian tujuan lain dari pem-
bangunan perkebunan, yaitu meningkat-
kan devisa dan GDP.

Memberlakukan tarif impor untuk
menjaga harga domestik kelapa sawit di
atas harga impor atau dunia sebaiknya
dipertimbangkan dengan hati-hati. Se-
bagai anggota GATT, Indonesia harus
menghilangkan atau mengurangi ham-
batan tarif dan non-tarif dan membuka
akses pasarnya. Jadi penerapan tarif im-
por kelapa sawit sebaiknya perlu dikaji
lebih lanjut. Seperti halnya tarif impor,
kebijaksanaan subsidi ekspor kelapa
sawit untuk membuang kelebihan kelapa
sawit di dalam negeri kelihatannya men-
jadi perangkat kebijaksanaan yang
kurang relevan dimasa datang. Strategi
terbaik adalah meningkatkan daya saing
kelapa sawit Indonesia untuk berkom-
petisi baik dengan kelapa sawit dari luar
maupun dengan sumber minyak nabati
lainnya. Peningkatan daya saing kelapa
sawit Indonesia dapat dilakukan dengan
peningkatan kualitas CPO, pelayanan
perdagangan dan diversifikasi vertikal.

Studi in1 juga menunjukkan bahwa
perubahan teknologi adalah faktor pen-
ting lainnya mempengaruhi penawaran
kelapa sawit Indonesia. Salah satu impli-
kasi dari hasil ini adalah peningkatan
areal kelapa sawit dapat dicapai dengan
introduksi teknologi baru. Untuk itu,
Penelitian dan Pengembangan (R&D)
kelapa sawit harus mendapat dukungan,
khususnya dalam hal pendanaan. Pada
saat ini, dana penelitian kelapa sawit
tampaknya masih berasal dari anggaran
pemerintah. Dengan keterbatasan ang-
garan pemerintah dalam penelitian dan
pengembangan, cukup beralasan untuk
mencari dana penelitian dari ke dua tipe
produsen utama kelapa sawit di Indone-
sia, perkebunan negara dan swasta. Hal
ini dapat dilakukan dengan penerapan
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pajak pada ke dua produsen ini. Jadi
kelanjutan aktivitas penelitian dan
pengembangan kelapa sawit dapat di-
Jaga

Issu lain yang relevan untuk
dipertimbangkan adalah hasil terakhir
putaran GATT. Sebagai anggota GATT,
Indonesia harus membuka pasarnya un-
tuk komoditas pertanian yang berkom-
petisi dengan kelapa sawit. Kedele,
bunga matahari, rapeseed dan kelapa
sawit dari negara lain mungkin akan
masuk dan berkompetisi dengan kelapa
sawit Indonesia di dalam pasar domestik.
Untuk itu, industri kelapa sawit Indone-
sia sebaiknya mempersiapkan diri den-
gan memperkuat basis produksi. Upaya
ini meliputi peningkatan efisiensi pro-
duksi, stadardisasi kualitas dan men-
jamin kesinambungan produksi.
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NES and supply response of palm oil producers

PIR/NES and supply response of palm oil producers
in Indonesia

Ketut Sukiyonol)

Abstract

This article is aimed at investigating the behaviour of two main palm oil
producers in Indonesia, state-owned and private estates, in respond lo eco-
nomic and non-economic stimuli. Partial Adjustment and Adaptive expectation
Model is used to analyze supply response of those producers. This model is
estimated using Maximum Likelihood and Seemingly Unrelated Regression
Equation framework. Time Series data from 1966 to 1993 is used. Results
showed that there are slightly different kind of behaviour between two produc-
ers in response o economic and non-economic stimuli. Estimated results also
indicate that domestic price of palm oil, labor wage and technological change
are importan factors to influence desired area that would be cultivated. Even
though these two producers respond positively to PIR/NES program, it is insig-
nificant at 90 %.

Key words : PIR/NES, supply response, partial adjutment and adaptive expectation, palm oil

INTRODUCTION smallholder plantations. Palm oil was

Among estate commodities, palm
oil is an important commodity in the In-
donesian economy. This commodity is a
raw material for cooking oil, so that, the
continuity of palm oil supply is crucial
for stabilising the cooking oil price. As
a primary agricultural product, palm oil
is a source of foreign exchange and tax
revenue in the present and future. Con-
sidering the importance of palm oil in the
national economy and a great potential
for palm oil production, the Indonesian

One policy that has been im-
i is Perkebunan Inti Rak-
vat mallholder
{PIR'NES) Projec. 1n 19771978, Since
then. the total arza planted whether by
smallholder. privatcholder or state-
owned have increased rapidly from vear
to vear. Before 1978, there were no

acleuas Fstate and
BCITUY Lyldiv alid

Lectve = Agnouural Tacumy of Bangkuu Unnesidy. Ag-

cultivated only by state-owned and pri-
vateholder which shared 65 and 35 per-
cent respectively. In 1993, however, the
share of smallholders and privateholders
increased to 33 and 43 percent of total
area, respectively, while the state-
owned plantation decreased to 24 per-
cent (11).

In line with palm oil estate expan-
sion, palm oil production has also in-
creased dramatically. Total palm oil
production increased from 501 000 ton-
nes in 1978 to 3 757 671 tonnes in 1993
(DGE, 1994). Rapid growth of palm oil
arca in Indonesia was also due to de-
crease in the natural rubber price. The
price of natural rubber over the past
twenty vears has declined in real term,
thereby reducing incentives to invest in
natural rubber trees. Another possible
factor is the domestic price of palm oil
which could be the main factor that
encourages farmers to cultivate it.
Thus, it is interesting to understand how
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Indonesian palm oil producers, particu-
larly state-owned and privateholders, re-
spond to various economic and non
economic factors. Does government pol-
icy affect palm oil supply in Indonesia?
or, Is the supply of Indonesian palm oil
responding to palm oil price and to
changes in natural rubber prices?.

This paper is aimed at analysing
Indonesian palm oil supply by estimating
the supply response of two types of palm
oil producers separately. This analysis
involves an investigating factors that af-
fect the private and state-owned planting
decision, an evaluate the effects of
changes in these factors on palm oil sup-

.ply, and providing policy recommenda-
tions for better palm oil development in
the future based on the first objective
findings.

RESEARCH METHOD

Empirical model of Indonesian palm oil
supply

Two main types of palm oil pro-
ducer in Indonesia - the privateholder
and the state-owned estates - are consid-
ered in this study. Smallholders are ex-
cluded from analysis for two reasons.
First, private and state-owned estates are
selected since these producers dominate
palm oil production in Indonesia even
though smallholder and private area
planted have replaced the domination of
the state-owned estates in recent years.
Second, since the development of small-
holder plantation started just 15 years
ago, data availability is limited to this
period

In specifying the supply response
of the two main producers of Indonesian
Palm Oil, the basic model used is the
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Partial- Adjustment and Adaptive Expec-
tation model (PAAEM), also called the
Nerlovian model. This model is widely
used in the analysis of supply response,
whether with annual or perennial crops
with more than 600 versions used to an-
alyse agricultural supply response for
many crops and in countries. In this
case, linear functional form is used for
analysing the supply of Indonesian palm
oil. There is no cconomic theory regard-
ing what the best functional form depict-
ing the relationships between the supply
and its determinants should be. How-
ever, many studies have been based on
the linear form for analysing the supply
response of perennial crops (3, 1, 20, 6).
In determining the supply response
model for Indonesian palm oil, it is as-
sumed that the desired area planted by
both privatc and state- owned estates is a
function of the expected price of palm
oil, price of natural rubber (at time ¢-1),
real price of labour, government support
and atime trend. Therefore, the general
form of the long-run supply model for
Indonesian palm oil can be expressed
econometrically as follows :

AP = ao+ a1POf + arPRi-1 + asLW; + a4Gy + ast 1

where, 4P = desired planted area of palm
oil in year t, PO { = expected price of
palm oil inyear 7, PRi-1 = natural rubber
price in year t-1, L Wi=real labour
wages, G,=1, 2, 3, ... for government
support after 1978 and zero elsewhere,
t= alinear time trend representing tech-
nological progress in the Indonesian
Palm Oil Industry, and ao, ai,....,as =
parameters to be estimated.

Equation 1 contains the unob-
servable variables, namely, AP and PO,
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The desired area (47) is the acreage the
farmer would plant in period t which fol-
lows the Partial Adjustment hypothesis
(PA). This hypothesis states that the ac-
tual change in area planted is some pro-
portion (k) of the desired change, plus a
random disturbance term. PA hypothe-
sis can be expressed mathematically as
follows :

AI—A|-|=h(A|D—A1_1)+ uy 2

where, 4, = actual acreage planted in year

1, 4P = desired planted area of palm oil in
year t, h = adjustment coefficient,
0<h<l.

Equation 2, the Partial Adjustment
hypothesis can be rearranged as:

AP=];[A|—(1-")/11—1—“1} 3

Then by substituting Equation 3
into Equation 1, we obtain:

Ai= ach + (1 - h) A1 + a1hPOf + a2hPR 1 + ashLV,
+ a4hG i+ asht + u, 4

The expected price of palm oil in
peniod #, which is assumed to follow the
Adaptive Expectation hypothesis, is
given bv:

PO{ - POL; = >~ P0.; - POL,). O<b<l 5

where. PO = expected price of palm oil
in vear!, PO, = actual price of palm oil
in vear /-/. and b = coefTicient of expec-
tation.

Using algebraic manipulation and
the lag-operator notauon (L). Equation $
can be writien as:

(1- 1-221P0%=sp0,,
pot-——2 6
-9 §

for 0<b<1, it can be seen that

b

=t = 1 -y e 2y 2 e 3,3 15
(1-G-5L] Bl+(-8L+(1-6L2+(1-5YL>+ ..

= by (1-b)\L*
k=0

Thus, following Dhrymes (9),
Equation 6 can be written as:

PO = b (1-b) POy
=0

2 ©

= oY (1 - bfPO1 + (1 - Y 91 - BP0
Q] 0 =1
Then, by defining
k-2 o
Z=YF (1 -bfPO k1 dan  fo=3 (1-b)PO 44
=0 =1

the expected price of palm oil can be
specified as:

PO§=bZ;=bf,(1 - b)' 8

By substituting equation (8) into
equation (4), the dynamic long-run sup-
ply model for Indonesian palm oil can be
specified as:

Ar—ach+ (1 - )iy + arh[bZ, + bfA1 - b)) + ahPR -y
+ whlW, + ahg + asht + u,

A= ach + (1-h)A -y + ahbZ, + avhbfsuno(1-bY + a;hPR .,
+ ashLW + ahG, + asht + u, 9

or, it can be written as:

A= 0o+ (I-hMdoy + @yZ+ fi1-b) ~ @ PR..
+ @l W= auG. + ast = u, 10

where. ao= ah, ar=abh, £ =aibhfy, az=azh
a3 =ash, a4=ah, dan as=ash

Estimation techniques

Having specified an empirical
model for the Indonesian palm oil supply
using the Partial Adjustment - Adaptive
Expectation model, the next step is to
estimate this model. The estimation pro-
cedure in this study involves two steps.
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First, estimating each of those two equa-
tions separately using maximum- likeli-
hood estimation, and, second, estimating
both privateholder and state-owned sup-
ply models jointly using the SURE
framework.

From Equation 10 it can be noted
that Z; and (1 - b)" are observable for
values of & where 0<b<l. Under the as-
sumption that the disturbance terms, u;,
are normally distributed and inde-
pendent, the OLS estimator may be used
to obtain ML estimates for the parame-
ters, conditional on the particular value
of b. Then, using the condition that
0<b<1, a search procedure is conducted
-and the unconditional ML estimates are
obtained at that value of & which (over a
range of values of b between 0.05 and 1.0
with insteps of 0.05) maximises the like-
lihood function. However, the standard
error of the parameters obtained from
regression corresponding to the maxi-
mum likelihood value are not unbiased
since their values are conditional on the
value of 4. Thus, an approximate stand-
ard error for ML estimates should be ob-
tained. The procedure for obtaining an
asymptotic standard error will follow

procedures suggested by Doran and Grif-
fiths (12).

Seemingly Unrelated Regression
Equations (SURE) is concerned with the
problem encountered in the estimation of
a system of regression equations
which have contemporaneously corre-
lated random disturbances across
equations (21). This type of correlation
is often a reasonable assumption since
it is likely that any omitted factor
will effect all the equations in any system

(8).

Further, the SURE method is used
to jointly estimate the two supply models
by producer category. To estimate the
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parameters of the SURE model, Esti-
mated Generalised Least Square (EGLS)
as proposed by Zellner (21) will be em-
ployed. To obtain these estimates, the
first step is estimating the equations by
OLS. Then using tlie OLS residuals (1),
consistent estimators of the variances
and covariance of disturbances (o’;;S)
are obtained by:
a.y=%u'1u/ ) 11
Srivastava and Giles (19) notice
that an unbiased estimator of ¢';;S can be
obtained by replacing 1/T by 1/(T-K) in
Equation 11 where K is the total number
of distinct regressors in the full model.
In addition, they state that the minimum
mean squared error (best invariant) esti-
mator of ¢';;S may be obtained if 1/(T-
K+2) is substituted for 1/T in the defini-
tion of oj. Then, the EGLS estimator
for parameter o , is given by:

agers = ST XSy 12
where, o = vector of coefficient

regressions, X = a matrix of explanatory
variables, Y = a vector of observations

on all dependent variable,

S=2®IT=""" *2 @I and Ir is a identity
2) A22

matrix.

Source of data

Data on the area under palm oil on
the basis of three producer categories
were obtained from the Directorate Gen-
eral of Estates (DGE) in the form of
yearly time series data from 1966 to
1993. Thus, there are 28 ycars of obser-
vations. Data on palm oil price and la-
bour wages were collected from the
Indonesian Statistical Bureau publica-
tion in various issues, whilst data on the
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natural rubber price (a New York cif
price) were gathered from the Food and
Agricultural Organisation (FAQ) Trade
Yearbook (various issues). These data
were deflated using the Consumer Price
Index (CPI) and exchange rate of Indo-
nesian currency per US dollar which
were collected from the International Fi-
nancial Statistics Yearbook, published
by the International Monetary Fund.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Results of estimated supply models for
the two producer categories

The results of the individual equa-
tion estimates show that the signs and
magnitudes of the coefficients on natural
rubber price and government policy pa-
rameters in the unrestricted supply model
for state-owned estates conform with ex-
pectations, while the signs and magni-
tudes on the coefficients of expected
palm oil price, labour wages and time
trend do not conform with a priori expec-
tations. In terms of statistical signifi-
cance, the coefficients of natural rubber
price, labour wages and government pol-
icy are insignificant at the five percent of
significance. The unrestricted supply
model for state-owned farms is as fol-
lows:

A= S1L146 + 03074y, + 0399132, + 67578 PR
(1072937) (0.1991105) (0.1117956)  (9.366147)
+ 0O0RBIGS8 LI, + 032403G -~ 069388,
(01410928)  (0.3917646) (0.2322113) 13

b=015(1 00256 ) R'=09894 a’=21676  Durbin-h=0009314

The estimation results of the pri-
vateholder supply modcl show that the
signs and magnitudcs of all coefTicients
in the unrestricted modcl conform with
the expectations. These results also
show that the coefTicient of the natural

rubber price and government policy are
not significantly different from zero
while other coefficients are significant
using the asymptotic ¢ -test. In addition,
looking at the value of the Durbin - h test,
serial correlation docs not appear to be a
problem in the unrestricted model for
both privateholder and state-owned
farms. The unrestricted model of pri-
vateholder supply is as follows:

Aze= 37330 + 0.65908 A7.-1
(1512915)  (0.1329003)

134932 + 18018PR.-
(0.454531) (11 91062)
- 0870I8LI, + 052570 G + 25098,

(0.3571674)  (05647919) (1 020853) 14

b=05(0688507) R’=09903 «‘=49308 Durbin—h=0.00915

To obtain an efficient estimation,
Equations 13 and 14 are estimated
jointly using the SURE framework. Ef-
ficiency is improved if contemporaneous
correlation of disturbances occurs.
Breush and Pagan (1980) suggest a La-
grange Multiplier (LM) test for testing
whether the variance-covariance matrix
is diagonal. Using the LM test, the value
of LM is lower than its critical value

X1 at any reasonable level of signifi-
cance. On the basis of the LR value, it
is also found that the value of the LR is

less than the critical value of X% (see
Table 1). These results suggest that it
is sufficient to estimate the models sepa-
ratcly rather than as a system of equa-
tions.

The results of joint estimation
show that there are no major differences
in results using MLE for single estima-
tion and the SURE framework. The sign
and magnitude of the coefficients are
similar whether using the MLE or the
SURE framework. Also, the value of

the coefficient of determination (R?) re-
sulting from these two estimators is simi-
lar. Srivastava and Giles state that for
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single estimation to be identical to joint
estimation as a system contemporaneous
correlation of the errors must be zero
(19, 8). From contemporaneous correla-
tion testing (as discussed before), this
correlation does not exist or equals zero.
Thus, it is not surprising that both the
single equation MLE and SURE estima-
tors yield similar results.

Testing of hypothescs

The state-owned supply model

Appendix (1) shows that the signs
and magnitudes of coefficients on palm
- oil price, labour wages and the time trend
do not coincide with the expectations in
all of the alternative models. Thus. the
choice of the preferred model on the ba-
sis of economic criteria is insufficient. It
is also found that the coefficicnt of gov-
ernment policy and labour wages in most
alteratives models are not significantly
different from zero. On the basis of
these findings, the LR test will be used
to select the preferred state-owned sup-
ply model. The results of the LR test arc
presented in Table 2.

Looking at the LR value, there are
three plausible models for explaining the
variation in the palm oil supply from
state- owned producers (see Table 2).
On the basis of these results, it is neces-
sary to test the unrestricted model by
imposing three restrictions jointly on it.
The results of these restrictions shows
that the LR value is less than its critical
Chi- Square value. This implies that
three earlier models for analysing the be-
haviour of state-owned estates in re-
sponse to economic and non-economic
changes, are not sufficient. Thus, the
preferred model is a model with three
restrictions. That is,
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Aiy =50.584 — 0444392 - 14014PR., + 0.09430 LIV,
(286771) (0.024596)  (5.73157)  (0.10949) (15)

b = 0.15(097257) R*=09875 o’=22026 DW =16608

where asymplotic standard errors ap-
pear in parentheses.

Since Equation 15 is derived
from Equations 1, 2 and 5, then using
algebraic manipulation (8) the estimated
state-owned estate supply equation is
given by

AT =50584 - 29626PC - I4014PR..; - 0094935 LI,

(2867715) (0.03%0675) (5731571 (D 18949) 16
Aii—Adis = 1A%~ 4 o). dan 4, =47, 7
and
PO: - PO%, = 0.05 (PO, | - PO%y) 18

(1.06257)

where asymptotic standard errors ap-
pear in parentheses.

Looking at Equations 13 and 16,
the signs and magnitudces of the coelfi-
cicnts on the palm oil price, labour wages
and time trend variables are inconsistent
with a priori expectations. In terms of
significance, all coefficients arc signifi-
cantly different from zero with the ex-
ception of labour wages. In addition,
when instantaneous adjustment is im-
posed on the unrestricted model of
stated-owned supply, the LR value is less
than its critical value. This means that
lags in adjustment do not occur in state-
owned estates

The privateholder supply model

As well as in the state-owned sup-
ply model, several constraints are also
imposed on the unrestricted supply
model of privateholder estates in order to
give alternative models. From these al-
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ternatives, the best supply model of pri-
vateholder estates is selected on the basis
of LR value. Table 3. depicts the results
of hypothesis testing on supply the re-
strictions.

From Table 3., it appears that
when government policy is imposed on
the unrestricted model, the result is insig-
nificant. This suggests that the govern-
ment policy variable should be excluded
from the model. From the estimation, it
1s found that LR value is less than critical
Chi-Square value at 5 percent level of
significance. Thus it is concluded that the
preferred supply model for private es-
tates is a model without a government
policy variable.

That is,
Ax = - 1098 + 0574274.:. + 1.0846Z
(13 99408) (004804868)  (0.1371846)
~ 67311PR-1 - OSMBLW, -~ 49881,
(8.540497) (01955184)  (0.3457725) 19

5=02(0.769636 ) R®=09902 a’=47488 Durbin—h = 0.6664

where an asympiotic standard error ap-
pears in parentheses.

Following the procedures in ob-
taining the estimated state-owned supply
model, the estimated private supply
model, including their partial adjustment
and adaptive expectation equations, can
also be obtained as follows:

A% = - 25821134 + 1273812POf - 1581073 PR,
(100 11419) (498928) (20.75788)
- 127846 LW, + 1171658,
(0490725 (40933) 20
Az — A~ = 042573 sy — A::-3)
(0 OIPRIBES « 21
POt - POL =020 PO.. - PO
(0 ~69636: 22

where the number in parentheses repre-
sents an approximate standard error.

Looking at cquations (14) and
(20), it is clear that all cocfficients have
the expected signs and magnitudes.
However, the coefTicient for natural rub-
ber price is not significantly different
from zero. The possible rcason for this
finding is that natural rubber price might
not be based on naive expeclations, as
hypothesised in this study (it could be in
the form of adaptive expectations, or
some other formats). On the basis of the
Durbin-h value, serial correlation does
not appear to be a problem in this pre-
ferred model. Thus, it is reasonable to
use this model to explain variation in the
supply of palm oil by privateholder es-
tates.

Economic interpretation of the results

a. Lags in adjustment

Bascd on the results of equation
(16), the coefflicient on the lagged area
variable is restricted to be equal to zcro
(or the cocfficient of adjustment, A, is
unity). This suggests that lags in adjust-
ment in the palm oil area in state-owned
do not occur. In other words, state grow-
ers in Indonesia are able to adjust their
desired arca instantaneously in response
to economic and non-cconomic stimuli.
An interesting result is that partial ad-
Justment does occur for the privatehold-
ers. From equation (19), the coefficicnt
of lagged area (/-h) for privateholder is
0.57427. Using this figure, the rate of
adjustment can be calculated as follows:

t~h) = 057427
ho= 1-057427
= 042573 % 0.43

This figure can be interpreted as
private palm oil growers in Indonesia
adjusting 43 percent of their desired
change in the palm oil area in a single
year in response to a change in the palm
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oil price and other explanatory variables,
ceteris paribus.

Following Kmenta and Jofu-
rullah (16, 15), the length of time re-
quired for 95 percent adjustment in
desired area can be calculated as fol-
lows:

(-m" = (1-095)
0.57427 )" = 005
N = 10g(0.05)]0g (0.57427)
= 540106 =~ 54 years

This figure means that private es-
tates require 5.4 years to complete 95
percent of arca adjustment. This finding
is reasonable since privatcholders may
not have access to new land or to suffi-
‘cient credit, while the state-owned es-
tates are unlikely to be constrained in this
way.

b. Responses to palm oil and natural rub-
ber prices

The coefficient of palm oil price
for privateholders is highly significant.
Its sign and magnitude are consistent
with expectations. That is, the coeffi-
cient has a positive sign. This finding is
not surprising since private estates are
basically commercial in orientation and
profit maximising firms. Thus, the hy-
pothesis that palm oil price has a signifi-
cant effect on the palm oil supply, has to
be accepted.

The estimated cocfficient of ex-
pected palm oil price for the government
estate is surprising (see Equation 15). It
has a negative sign and is significantly
different from zero. This leads to rejec-
tion of the hypothesis that state-owned
estates respond positively to palm oil
prices. The negative sign implies that
the state-owned estates mayv not bchave
’rationally” with respect to changes in
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palm oil price. This finding may be ac-
ceptable, for two reasons. First, the
availability of palm oil is very important
to stabilise the price of copra and to meet
increasing demand of CPO for cooking
oil and other industries. Thus, the gov-
emment will increase its palm oil area -
even though the price of palm oil de-
creases - in order to provide raw material
for cooking o1l and other industries even
if it 1s irrational from a private commer-
cial stand-point.  Second, the govern-
ment has been encouraged to search for
alternative sources of oil to meet a rapid
increase in vegclable oil consumption in
Indonesia along with slow growth of co-
conut production. Palm o1l is the best
substitute source of oil since, compared
to other vegetables, palm oil trees have
relatively high productivity per hectare

(18).

Equation (106) shows that the coef-
ficient on the natural rubber price vari-
ablc is not significant at any level of
significance even though it has the ex-
pected negative sign. In terms of eco-
nomic significance, the ncgative sign of
the coefficient on the natural rubber price
indicates that farmers will allocate their
land for natural rubber when the price of
natural rubber increascs, ceteris paribus.
Looking at a statistical result, this result
implies that the price of natural rubber is
not an important factor affecting farmers
in decision making related to land allo-
cation. However, these conclusions
need to be reinterpreted. The fact that
natural rubber price is not an important
factor alfecting privatcholders in land al-
location decisions, does not necessarily
mean that natural rubber is not acompeti-
tive crop with palm oil. The DGE re-
ports that the area of rubber under
privateholders decreased approximately
20 percent whereas the palm oil area in-
crcased more than 700 percent during
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the peniod of 1968 to 1989. Furthermore,
this finding is still reasonable because
palm oil and natural rubber investments
are long-term investments. Farmers will
wait to see whether increases in natural
rubber prices are permanent or not before
making decisions (8).

Equation 15 shows that the coeffi-
cient of natural rubber price in the state-
owned supply model has the expected
sign and is significant at the five percent
level. This indicaltes that the state-
owned growers bechave rationally in re-
sponse to changes in natural rubber price.

In order to measure responsive-
ness of palm oil area with respect to
changes in palm oil price, short-run and
long-run own- price elasticities of supply
are estimated. It is also important to es-
timate cross-price elasticities for the
short run and the long run in order to
provide objective measurcs of palm oil
producer in responses to changes in the
natural rubber price. The results of these
estimations are presented in Table 4.

From Table 4.. it can be concluded
that the own-price elasticity of palm oil
area is inelastic in the short run. The
own-price elasticity of palm oil in the
long run indicates some abnormalities,
that is, the elasticity values are higher
than expected. On the other hand, the
short-run and the long-run cross-price
elasticity of palm oil area with respect to
changes in natural rubber price is the
same and inelastic both for state- owned.
For privateholder estates, the own- and
cross-pnice elasticities of palm oil area
are inclastic in the short run and elastic
mn the long run i 1s necessary to be
careful using these price elasticities for
policy purposes These elasticities are
estimated at the mean values of the varni-
ables: they will be different at higher or
lower values than the mean.

¢. Responses to labour wages

The cocfficients of labour wages
for privale-holders is significant at the 5
percent level. It also has the expected
ncgative sign.  These results suggest
that palm oil growers, particularly pri-
vatcholders, behave rationally in re-
sponse to changes in labour wages. If
the real price of labour increases, ceteris
paribus, the growers will decrease area
planted with palm oil This result is not
surprising since investment in palm oil
estates is a long-term investment and la-
bour wages are a significant portion of
the costs of investment. Thus, growers
will take account of the level of labour
wages in their investment decisions.

The coefficient of labour wages
for government estates is insignificant at
any level of significance. It has a posi-
tive sign, which seems inappropriate. In
statistical and economic terms, this result
means that labour wages are not impor-
tant variable for explaining the variation
in government area of palm oil. How-
ever, this result is also reasonable for two
reasons. The development of the palm
oil industry in Indonesia is not only to
fulfil the domestic demand of CPO for
the cooking oil industry but also to pro-
vide job opportunities. For the govern-
ment, the latter objective is relatively
more important. Hence, even though the
price of labour increases, the government
will establish palm oil estates. Further-
more, the development of palm oil in
Indonesia is integrated with the transmi-
gration program (PIR-Trans), thus by ex-
pansion of the palm oil area, more
people can be moved to less densely
populated areas and this means that the
population problem: can be solved.
Therefore. 1t is reasonable for the gov-
emment to expand palm oil area even
though labour wages increase.

187




Ketut Sukiyono

Table 5. shows the estimated re-
sults of the labour-wages elasticity for
the short run and the long run. From the
estimates, the labour-wages elasticity of
palm oil area for state- owned estates is
inelastic both in the short run and the
long run. However, for the private es-
tates, the elasticity of palm oil supply
with respect to changes in labour wages
is inelastic in the short run and elastic in
the long run.

d. Responses to government support

From the estimates presented in
Equations 15 and 19, the coefficient on
the variable representing government
support has been excluded from the un-
restricted model because this variable
always gave an insignificant result (even
though it has an expected positive sign)
when included in the model. Therefore,
the economic interpretation of govern-
ment support will be based on Equations
13 and 14 for state-owned and private-
holder respectively. From these equa-
tions, the government support variable
has a sign that conforms with a priori
expectation, but it is not significant.
This result indicates that although the
government has given support for palm
oil development since 1978, this support
did not significantly change the overall
structure of the Indonesian palm oil in-
dustries. This finding also suggests that
the government support represented by
the dummy variable is not an important
factor in explaining the variation in over-
all area of Indonesian palm oil. Thus, the
hypothesis that government support has
a positive effect in the development of
palm oil plantation industries in Indone-
sia should be rejected.

However, in economic terms, this
finding should be clarified carefully.
From the data on area published by DGE,
it is clear that there is significant change
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in the area planted. DGE reports that in
the beginning of the implementation of
the NES Project, the palm oil area is
dominated by the government estates,
with 68 percent of total arca, whereas
privateholder and smallholder areas have
31 and one percent respectively. These
figures changed dramatically by 1993.
The privateholder has replaced the domi-
nation of state-owned estates in the area
planted, that is. 43 percent of total palm
oil area in Indonesia. Smallholders pos-
sess 33 percent whereas the remainder,
24 percent, was on state-owned estates.
Hence, from this figure it can be con-
cluded that government support is prob-
ably an important policy measure for
developing the palm oil industry in Indo-
nesia (11).

e. Technological change

As stated in research method, a
time trend variable is included to repre-
sent technical change in the Indonesian
palm oil industry. The estimated coeffi-
cient on the time trend in privateholder
model is significantly different from zero
at the one percent level and has a posi-
tive sign. This result shows that techno-
logical change has a significant effect on
the privateholder area. It is difficult to
interpret the effect of technological
change on palm oil area since there is no
evidence to support this finding. How-
ever, looking at the level of productivity,
this result is not surprising since there is
an increase in the level of productivity.
CIC (1990) reports that the palm oil yield
per hectare has increased 3.48 percent in
total during the period of 1984 to 1989.
During that period the productivity of the
private estates was 4.01 tonnes/ha/year
).

The negative sign on the trend
variable in the state-owned estates is
against all a priori expectations. In fact,



NES and supply response of palm oil producers

there 1s a research institute for palm oil
estabhshed by state- owned estates to
provide mew technology for supporting
development in the palm oil industry.
CIC also reported that during the period
of 1984 to 1989, the level of productivity
of state-owned estates increased 4.92 %
! vear. Thus, it is difficult to interpret
this finding and there is no specific ex-
planation for it. One possible reason for
this finding is that the government plan-
tations have no incentive to improve pro-
ductivity (7).

CONCLUSIONS AND POLICY
IMPLICATIONS

The results of this study indicate
that there are slightly different kinds of
behaviour between of state-owned and
private estates in response to economic
and non-economic factors. However, it
1s not necessary to treat them differently
in the implementation of policy meas-
ures. Treating both types of plantations
equally will also lead to better competi-
tion between them and better develop-
ment of palm oil industries in Indonesia.

The study indicates that there
was a rapid increase in palm oil area in
Indonesia during the period of this study.
Results from this study confirm that the
prce of palm oil, labour wages and tech-
mological change are important factors
mflaencing the area planted. Thus, the
polbicy recommendations for achieving
plamtation development objectives (in-
creasmg farmers’ income and providing
yobs) should take account of these three
factors

The empirical results show that
palm ou pnce significantly influences
farmers” decision on area planted. This
mmplacs that the rapid expansion of palm
oal area wall be achieved if it is supported
b aa appropnate price policy. In fact,
the pnce fixed by government does not

always gives the best results in stabilis-
ing prices. Thus, it is necessary to allow
price formation to be based on market
forces rather than being fixed by the gov-
ernment which lags behind market devel-
opment. By allowing the price to be
determined by market forces, the gap be-
tween domestic price and international
market price can be decreased or elimi-
nated. Hence, the palm oil producer will
receive the most relevant price signals.
Another recommendation related to price
is the expansion of the palm oil market.
Indonesia should not rely only on the
traditional market for Indonesian palm
oil, that is, the Economic Union. These
recommendations are also relevant for
achieving the other objectives of plan-
tation development, 1.e., increasing for-
eign exchange and Gross Domestic
Product (GDP).

Imposing tariffs on imports to
maintain the internal price of palm oil
above import or world prices should be
considered carefully. As a member of
GATT, Indonesia should eliminate or re-
duce tariff and non-tariff barriers and
increase market access. Thus, the imple-
mentation of a tariff on palm oil imports
in Indonesia needs to be reviewed. As
well as tariffs on imports, subsidies on
palm oil exports to dispose of domestic
surpluses of palm oil is likely to become
a less relevant policy measure in the fu-
ture. The best overall strategy would be
appear to be to increase the competitive-
ness of Indonesian palm oil in order to
compete either with foreign palm oil or
with other vegetable oil sources. In-
creasing the competitiveness of Indone-
sian palm oil can be achieved by
increasing the quality of CPO, improving
trade services and through vertical diver-
sification.

This study has also revealed that
technological change is another impor-
tant factor influencing supply of palm
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oil in Indonesia. One of implications of
this result is that increases in palm oil
area may be achieved by introducing new
technology. Therefore, research and de-
velopment of palm oil should be sup-
ported, particularly in terms of funding.
At the present time, funding for palm oil
research comes mainly from the govern-
ment budget. With limits on the govern-
.ment budget on research and
development, it is reasonable to look for
research funds from the two main palm
oil producers in Indonesia, state- owned
and private estates. This can be done by
imposing taxes on those producers.
Thus, the continuity of research and de-
velopment activities in palm oil can be

maintained.

Another relevant issue that should
be considered is the result of the latest
GATT round. As a member of GATT,
Indonesia has to open its markets for
agricultural commodities that compete
with palm oil. Soybean, sunflower, rape-
seed and palm oil from other countries
will enter and compete with Indonesian
palm oil in the domestic market. Thus,
the Indonesian palm oil industry should
be preparing by strengthening the pro-
duction basis. This could include im-
proving efficiency of production,
standardisation of quality and ensuring
continuity of supply.

00000
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